BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau
perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korupsi
bisa di artikan dengan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan
tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi
menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi
atau aparatur pemerintah, penyelewengan  kekuasaan dalam jabatan karena
pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke
dalam kedinasan

Dibawah kekuasaan jabatannya penyelenggaraan negara yang bersih penting
dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja
melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang
apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat
dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana
korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara

negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga,
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kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.’

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat
merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian
pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana
korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh
sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi
juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.?

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan
pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa
korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh
pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih
tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan
pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat
menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.®

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor) dijelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

! Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di
Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang, him. 2.

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung
him. 133.

3 Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional, Mandar Maju, Bandung, him. 1.
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Kemudian pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).”

Kasus tindak pidana korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang.
Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana
dinamakan penyertaan atau delneeming. Delneeming diatur pada Pasal 55 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut
KUHP), sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan;

b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Setiap pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

perannya masing-masing. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut
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juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada
pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa
atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau
tidak.

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat kumulatif.
Pelaku selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda. Berdasarkan Pasal
18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dapat
dikenakan pidana tambahan sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di
mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut;

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama
dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

¢) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama
1 (satu) tahun;

d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi
ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan
dalam putusan pengadilan.

Pada tahun 2018 sampai dengan Februari 2019 terjadi tindak pidana korupsi

di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
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Sijunjung. Tindak pidana korupsi tersebut melibatkan N dan E, N dan E adalah wakil
ketua DPRD Kab Sijunjung Periode 2014-2019. Terdakwa melakukan tindak pidana
korupsi berupa menggunakan dana tunjangan belanja rumah tangga pimpinan DPRD
Kabupaten Sijunjung APBD tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (belanja
makanan dan minuman harian natura) untuk kepentingan pribadi. Perbuatan terdakwa
tersebut termasuk dalam tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar
Rp. 169.631.730,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu
tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang terdakwa N dan E
dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU
Tipikor jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara”.

Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa N dengan pidana penjara 1 tahun dan
denda lima puluh juta rupiah subsider 2 bulan kurungan, sedangkan terdakwa E
dijatuhi pidana 3 tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah, subsider 4 bulan

kurungan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

UNIVERSITAS BUNG HATTA



korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) (Studi Putusan

Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40 /2020/PN.PDG”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) pada Putusan
Nomor: 41/P1D.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/P1D.SUS-
TPK/2020/PN.PDG?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada
masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama pada perkara nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan
40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa petanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) pada
Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-
TPK/2020/PN.PDG.

2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan
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secara  bersama-sama pada perkara nomor  41/PID.SUS-

TPK/2020/PN.PDG dan 40/P1D.SUS-TPK/2020/PN.PDG

D. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,
yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat
para sarjana,yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.*
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data
sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan
yang termasuk dalam data sekunder yaitu:®
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai
bahan hukum vyang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang
mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-
undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum

seperti:

4 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
him. 68.

5 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 105.
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1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi

5) Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG

6) Putusan Nomor: 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-
buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap
yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat
dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa

Indonesia.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari
perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur
yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.®
4. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan
analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau
keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk
kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan

yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

® Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 68.
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